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ABSTRAK 

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, PEMILU tidak jarang menimbulkan 

permasalahan, seperti pelanggaran. Permasalahan muncul ketika Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan keputusan administratif sebagai 

konsekuensi dari putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

memutus gugatan terhadap Surat Keputusan KPU dari putusan tindak pidana 

Pemilu oleh Pengadilan Tinggi, serta menganalisis apakah pertimbangan 

hakim tersebut sudah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan 

berbiaya ringan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus Putusan Nomor 

8/G/2024/PTUN.SMG. Sumber data penelitian diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan terkait, doktrin hukum tata usaha negara, dan putusan 

pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengetahui lingkup 

kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa yang berkaitan dengan 

keputusan administratif berbasis putusan pidana PEMILU serta bagaimana 

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diimplementasikan dalam 

putusan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim PTUN 

dalam Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG berfokus pada aspek 

kewenangan absolut dan legalitas objek sengketa, bukan pada substansi tindak 

pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi. hakim PTUN 

menitikberatkan pada kewenangan absolut dan legalitas objek sengketa, 

sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini menegaskan 

pentingnya pemisahan kewenangan antarperadilan, penerapan asas res 

judicata, serta memperkuat peran PTUN dalam memastikan penyelenggara 

negara bertindak sesuai dengan hukum administrasi. Putusan ini mempertegas 

peran PTUN sebagai pengadilan administrasi yang menjaga agar 

penyelenggara negara bertindak sesuai hukum administrasi, tanpa memasuki 

wilayah penilaian ulang terhadap putusan pidana yang sudah inkracht, 

sekaligus memberikan kejelasan batas kewenangan antarperadilan dalam 

konteks PEMILU di Indonesia. 
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